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PENYUSUNAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS
PROVINSI RIAU GOLONGAN IV/b - IV/d

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

1. Pendidikan Min. DIII;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor |2. Memahami peraturan terkait proses kenaikan pangkat;
9 Tahu~n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Riau;
Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. 4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tah}m 2020 tentan!; Perul:_'ah.ap Atas Peraturan Pemerintah 5. Mampu berkomunikasi dengan baik;
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan |6. Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran).
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau; 1. Aturan perundang-undangan;
2. BKN Kanreg Xll Pekanbaru. 2. Formulir Kelengkapan Berkas Kenaikan Pangkat;
3. Komputer, Printer, Scanner, Koneksi Internet, ATK.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Kompleksitas Proses Kenaikan Pangkat; 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual;
2. Keterlambatan pengusulan dari BKD Kabupaten/Kota, 2. Nota usul kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh PPK / Kepala BKD Kab/Kota,
3. Kesalahan dalam penerbitan PAK dan SK Fungsional. 3. Surat pengantar kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh Kepala BKD Provinsi Riau.




PENYUSUNAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS PROVINSI RIAU GOLONGAN Iv/b - IV/d

PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA
KEGIATAN FUNGSIONALSUB KETERANGAN
SUBBAGIAN KEPALA BIDANG PERSYARATAN/
TV OUTPUT
FRONT OFFICE KEPEGAWAIAN DAN KOORDINATOR TIM TEKNIS MUTASI SEKRETARIS BKD KEPALA BKD KELENGKAPAN WAK
KEPANGKATAN
UMUM
2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
Petugas front office menerima dan menganalisis
berkas pengajuan dan kelengkapan persyaratan
kenaikan pangkat dari SKPD yang mengajukan o s”l;a‘ p;lr?;:tar Mensanatisa
permohonan, kemudian diteruskan kepada Kepala Ian Kenaika 20 menit kel g ka
Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk diregistrasi usu E:n :q::l n lengkapan
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk
melakukar register surat masuk dan meneruskan E j Su;‘:tnp;:rgkaar;tar Menerima atau
berkas Kepada Kepala BKD untuk mendapatkan usulan kenaikan 5 menit menolak barkas
disposisl’ arahan pangkat
Kepala BKD memberikan disposisi/arahan ke Bidang Surat pengantar
terkait
of I dan Berkae L.embar
|_| usulan kenaikan 10 mentt Register
pangkat
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Surat pengantar
meneruekan disposisi/arahan dari Kepala BKD wrtuk dan Berkas ) Lembar
diteruskar ke Bidang Mutasi usulan kenaikan 18 mentt Disposisi
pangkat
Kepala Bidang Mutasi menganalisa dan Surat pengartar ] ‘
mendisposisikan berkas usutan kenalkan pangkat dan Berkas ] D!spos_lm
kepada Kasubbid Kepangkatan. Ej usulan kenaikan | 10 ™entt | Kepala Bidang
Mutasi
pangkat
Fungsional Sub Keordinator Kepangkatan melakukan
telaah dan mendisposisikan berkas usulan kenaikan Surat psngantar Diaposisi
pangkat tersebut kepada Tim Teknis. C— dan Berkas kepala Sub
usulan kenaikan 10 menit Bidang
pangkat Kepangkatan
Tim Teknis memeriksa berkas usulan dan mengentry
pada database Fungsiohal Sub Koordinator Surat pengantar Draft Berkas,
Kepangkatan, dan mencetak nota dinas, surat dan Berkas nota dan surat
pengantar usul kenaikan pangkat dan memproses usulan kenaikan 1 hani pengl.ntar
usuian di SAPK, untuk diteruskan dan mendapat /> pangkat kenaikan
arahar dari Fungsionai Sub Koordinator Kepangkatar, S pangkat
Fungsional Sub Koordinator Kepangkatan memeriksa
surat pengantar kenaikan pangkat dan Nota Dinas
dari Tim Teknis. Apabila tidak disetujui, berkas b— Dralt Berkas,
dikembalikan kepada Tim Teknls untuk diperbaiki dan Su;::‘p:iaa:hr nota dan surat
jika disetujui, Fungsional Sub Koordinator . Lsutan kenaikan 15 menit pengantar
Kepangkatan membubuhkan paraf untuk kemudian < o~ pangkat kenaikan
diteruskan kepada Kepala Bidang Mutasi. pangkat




PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA
NO KEGIATAN FUNGSIONALSUB KETERANGAN
SUBBAGIAN KEPALA BIDANG PERSYARATAN/
FRONT OFFICE HEPEGAWAIAN DAN KOORDINATOR TiM TEKNIS MUTASI SEKRETARIS BKD KEPALA BKD KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT
KEPANGKATAN
UMUM
1 2 3 4 5 8 7 ] ] 10 1 12 13
9. |Kepaia Bidang Mutasl memariksa sural pengantar
kenailan pangkat dan nota dinas jika disetujul, maka s Draft Berkas,
diparaf untuk kemudian diteruskan kepada Kepala urat pengantar nota dan eurat
BKD, Apabila tidak disetujui, maka dikembalikan danBerkas | . oot | pengantar
kepada Fungsional Sub Koordinator Kepangkatan usulan kenaikan kenaikan
untuk dikoreksiidiperbaiki, pangkat pangkat
10, | Kepala Bidang Mutasi menerugkan nota dinas dan
surat pengantar kepada Sekretaris BKD untuk Berkas, nota dan Draft Berkas,
mendapat paraf persetujuan ksura't pengantar nota dan surat
enaikan pangkat "
. 15 menit pengantar
yang diparaf .
kenaikan
Kepaia Bidang nakat
Mutasi pang
11. [Berkas diteruskan kepada Kepata BKD untuk
mendapatkan membubuhkan tanda tangan pada nota Su‘;at pBe::;mar N:ta usul d:t';
dinas dan paraf Surat Pengantar Kenaikan an L . | surat pengantar
Pangkat paraf pada thode _'D usulan kenalkan | 1 MM keraikan
pangkat pangkat
12. |Surat Pengantar kenaikan Pangkat yang telah diparaf
oleh Kepaia BKD diteruskan kepada Gubernur Surat pengantar Nota usul dan
melalui Sekretaris Daerah untuk proses tanda tangan. C dan Berkas 60 mentt | St pengantar
usulan kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
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